
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR i9 TAHUN 20T6

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN TANA TORA.IA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI TANA TORAJA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 5
huruf e angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor lO Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan
Pembentukan Susunan Dan Tipe Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah perlu diatur mengenai Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja
Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraal Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Dll tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan
(Irrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



2

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 Tentang
Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentalg
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 292, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Ta-hun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor 1O

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah.

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KER"IA BADAN PENGEI,OLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANA
TORA.IA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tora.ia;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusErn pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;

5. Peraturan Bupa.ti adalah Peraturan Bupati Tana Torqia;

6. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;
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7. F\:ngsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
8. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas

jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang
jabatan.

9. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tana Tora-ia yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
dalam mendukung tugas Bupati dalam melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan
aset Daerah.

1O. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

ll. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adatah
Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah.

12. Unsur Pelaksana Teknis yang selanjutnya dising!<at UPT adalah unsur
yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau
kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

13. Kelompok Jabatan Ftrngsional adalah kelompok para Pegawai Negeri
Sipil yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja.

14. Koordinator Penerimaan adalah BPKAD yang mengoordinasikan
penerimaan Daerah berupa pendapatan asli Daerah, dana
perimbangan, penerimaan hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan yang sah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah.

15. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tana Toraja.

19. Barang Milik Daerah/Aset Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

20. Badan Us$a Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD ada-lah badan
usaha yang seluruh atau sebagran besar modalnya dimiliki oleh
Daerah.



4

BAB II
KEDUDUKAN

BPKAD dipimpin oleh kePa.la
bertanggungiawab kePada BuPati

Pasal 2

Badan, yang berada di bawah dan
melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah'

terdiri atas:

a. KePala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagran Program dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Umum;

3. Sub Bagran KePegawaian '

c. Bidang Anggaran, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan;

2. Sub Bidang Belanja Tidak L^angsung;

3. Sub Bidang Belanja langsung'

d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

l. Sub Bidang Kas dan Giro;

2. Sub Bidang Pengujian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

3. Sub Bidang Pengujian Belanja langsung'

e. Bidang Akuntansi, terdiri dari:

l. Sub Bidang PendaPatan;

2. Sub Bidang Belanja;

3. Sub Bidang PembiaYaan'

f. Bidang Aset, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pemetaan dan Pengadaan Aset;

2. Sub Bidang Neraca dan Penilaian AseU

3. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset '

(21 Bagan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terc etupatan bagial tidak terpisahkan

dari Pe

BAB IV
TUGAS DANFUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala membantu dan mendukung

penyele melaksanakan fungsi penunjang

urusan keuangan yang menjadi kewenangan

kabuPaten;
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(21 Rincian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

a. men5rusun rencana dan program kerja Badan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan
sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merencanakan, dan merumuskan kebijakan teknis bidang
keuangan dan aset daerah;

g. mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola keuangan
pada bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset;

h. menJmsun rancangan APBD;

i. mengoordinasikan danmenyu.sun sisa perhitungan APBD;

j. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
APBD;

k. melaksanakan pen5rusunan laporan keuangan sebagai
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

l. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang
keuangan dan aset daerah serta melaksanakan kebijakan
operasional di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

m. melaksanakan fungsi BUD;

n. mengadakan perikatan/perjanjian ke{asama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

o. melaksanakan perencanaan kebijakan tekrris, program, kegiatan,
keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam
lingkungan Badan;

p. melaporkan posisi administrasi keuangan dan aset daerah secara
berkala kepada Bupati;

q. merumuskan standar biaya tahunan daerah;

r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian,
lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya sesuai
bidang tugasnya;

s. menilai hasil kerja pegawai ASN dalam lingkungan Badan;

t. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijal<an;

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan melaksanakan fungsi :

a. pemmusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan ;
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b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan ;

c. pelaksanaa evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang uflrsurn
pemerintahan bidang keuangan ;

d. pelaksanaan administrasi Badan ;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu dan
mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan dalam melaksanakan
koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi
penJrusunan program dan evaluasi, umum, dan kepegawaian dalam
lingkungan Badan.

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:

a. menJrusun renczula kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. men1rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan'
- pengindalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan

keuangan Badan;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi
urnutn dan kePegawaian;

i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

j. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga
Badan;

k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi
keuangan;

l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan
tatalaksana;

n. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
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o. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan
keprotokolan;

p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

q. menilai prestasi keda dan kedisiplinan bawahan untuk
pembinaan karier;

r. menyusun laporan hasil pelalsanaan tugas Sekretariat dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

s. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non
formal;

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris melalsanakan fungsi :

a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;

b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;

d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

Pasal 6

(1) Subbagan Program dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas
sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan p€n]rusunan
perencanaan, penyajian data dan informasi, serta pelalsanaan evaluasi
pelaksanaan kegiatan.

l2l T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:

a. men5rusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Evaluasi
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada staf sehingga
pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Subbagian Program dan Evaluasi untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menJrusun rancangan' mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan
penyusunan perencanaan program' kegiatan, dan anggaran
Badan;

g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi perencanaan
prograrn dan kegiatan Badan;

h. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
prograrn dan kegiatan Badan;

i. mengumpulkan bahan dan men5rusun laporan kinerja Badan;
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j. menilai prestasi kerja staf dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan karier;

k. men;rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Program dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan pemmusan kebijakan;

l. meningkatkan kompetensi dan prestasi keda;dan

m. melaksanakn tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepa-la Subbagian, mempunyai tugas
membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris dalam
mengumpulkan bahan, melakukan urusan ketatausahaan,
administrasi pengadaan, administrasi keuangan, pemeliharaan dan
penghapusan barang, serta urusan rumah tangga'

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:

a. men5msun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman
dalam pelaksanaan rugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada staf sehingga
pelaksanaan rugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men)rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas ;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan pengklasifrkasian surat menumt jenisnya;

g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk
dan keluar;

h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

i. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kebutuhan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

j. menyiapkan bahan dan menlrusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan
barang;

k. menyiapkan bahan dan menJrusun daftar inventarisasi barang
serta menyusun laporan barang inventaris;

l. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan
urusan rumah tangga Badan;

m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan,
penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas,
upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;

o. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan
perj alanan dinas pegawai;

p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tatalaksana;
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q. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan men5rusun
rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai,
dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan
anggaran Badan;

r. mengumpulkan bahan, menJrusun, dan mengelola administrasi
keuangan Badan;

s. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan
penerimaan keuangan Badan;

t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

v. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaan keuangan;

w. menilai prestasi kerja staf dengan melihat hasil kerja dan
kedi siplinan untuk pembinaan karier;

x. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Umum serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;

y. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;dan

z. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai
tugas irembant drt mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris dalam
mengumpulkan bahan, mengelola data dan melaksanakan urusan
administrasi kePegawaian.

l2l T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dirinci sebagai berikut:

a. menJrusun rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian sebagai
pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada staf sehingga
pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Subbagian Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan Pelaksanaan tugas ;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaral dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran
pegawai;

g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;

h. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya
manusia di lingkungan Badan;

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan,
peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN;

j. menyrapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi
kepegawaian;
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k. menilar prestasi kerja dan kedisiplinan sta'f untuk pembinaan

karier; eas Kepala Subbagian

L ;ertimbangan kePaoa

m. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

n melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

"..uai dengan bidang tugasnya'

Bagian Ketiga

Bidang Anggaran

Pasal 9

(1) Bidang Anggaran dipimpin ofe|. feO1t1 Bidang' mempunyai tugas

membantu dan mendukung pelaksanaan- tugas Kepala Badan dalam

merencanakan, ;;;;;dinasikan -dan melaksanakan serta

mengendalikan ;;;;A-"t. gelda.eatan dan pembiavaan'

;;;;A;r. uerairja r"angsung dan belanja tidak langsung;

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' adalah sebagai

berikut:

a. men)rusun rencana kegiatan bidang Anggaran sebagai pedoman

dalam Pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Anggaran untuk mengetahui
perkembangan Pelaksanaan tugas;

d. menJrusun rzrncErngan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyusun konsep kebljakan, pedoman dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan pelaksanaan penJrusunan anggararr;

g. menJrusun rancangan APBD dan rancangan perubahan ApBD:
h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan

penlrusunurn anggaran;

i. mengendalikanpelaksanaanpenJrusunananggaran

J.

k
men5rusun Nota Keuangan;

menyusun dan menyiapkan pengesahan Dokumen pelaksanaan
Anggaran (DPA);

menghitung dan menentukan klaster keuangan Daerah untuk
pedoman dan kebijakan penganggaran;

menJrusun rErncurngan peraturan Daerah tentang pembentukand*3. .. cadangan, pqlaTan Daerah/hutang, penyertaan
modal/investasi dan pemberian pinjaman Daerah; -
meneliti dan menganalisa pelaksalaan ApBD dan perubahan
APBD;

I

m

n
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(3)

(1)

(2)

o. mengordinasikan dan menyelenggaraan pembinaan dan
bimbingan teknis penyusunan anggaran;

p. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan bawahan untuk
pembinaan karier;

q. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dan- 
memberik€rn saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
pefl,rmusan kebijakan;

r. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non

formal; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya'

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)'
Kepala Bidang melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Anggaran;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Anggaran;

d. pelaksanaan administrasi Bidang Anggaran;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas

dan fungsinYa.
Pasal 10

aYaan diPimPin oleh KePala- Sub
membantu dan mendukung

dalam merencanakan,

,, o""."fll'oan 
data dan bahan

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai

berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan. Sub Pi$*g Pendapatan dan

p.*6i"V"r, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksaan tugas kepada

staf sehingga pekedaan berjalan lancar;c #:1fi'"?#"o;T:*ffiffisr"^;
aksanaan tugas;

d. menlrusun rancangan' mengoreksi' memaraf dan/ atau

menandatangani naskah dinas ;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan penyu:ur-Ian konsep
berkaitan dengan

s. melaksanakan koordinasi dal / menginventarisir

anggaran pendapatan dari semua SKPD;

melaksanakan verifikasi RKA SKPD Pendapatan /RKPA-SKPD

;;;;;;; aan DPA Pendapatan/ DPPA-sKPD Pendapatan;

mengumpulkan dan mengolah dalt }or.nponen 
pendapatan untuk

bahan penyu"rrr.r, .",'"""'gan APBD dan rancangan perubahan

h

I

APBD;
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j. mengumpulkan dan mengolah data komponen pembiayaan untuk
bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;

k. menyiapkan bahan pengesahan DPA SKPD I/DPPA SKPD l.
l. mengumpulkan bahan untuk penJrusunan rancangan Peraturan

Daerah tentang pembentukan dana cadangan, pinjaman
Daerah / hutang, penyertaan modal/ investasi dan pemberian
pinjaman Daerah;

m. mengumpulkan dan menganalisa pelaksanaan angg€rran
pendapatan dan pembiayaan;

n. menyiapkan dan mengu.mpulkan bahan penyelenggaraan
pembinaan dan bimbingan teknis terkait pendapatan dan
pembiayaan daerah;

o. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan
karier;

p. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pemmusan
kebljakan;

q. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal l1

(1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang
yang mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksalaan tugas
Kepala Bidang Anggaran dalam merencanakan, mengatur dan
mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan komponen
belanja tidak langsung.

l2l Rincian tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (l), adalah sebagai
berikut:

a. menlrusun rencana kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada staf sehingga
pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak l,angsung
unh-rk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rzrncangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penJrusunan konsep
kebijakan, pedoman dan Ftunjuk teknis yang berkaitan dengan
anggaran belanja tidak lffsung;

g. melaksanakan koordirul dan menginventarisir jumlah pegawai
sesuai Pangkat, Golongan dan Gaji Tenaga PHT dari semua Unit
Keda Pemerintah Ikbupaten Tana Toraja;
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h. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan
pedoman dan standar penganggaran belanja tidak langsung;

i. mengumpulkan dan mengolah data komponen belanja tidak
langsung untuk bahan penyusunan rancangan APBD dan
ranczrngErn perubahan APBD;

j. melaksanakan verifikasi RKA-SKPD Belanja Tidak l,angsung dan
RKPA-SKPD Belanja Tidak Langsung dan DPA SKPD Belanja Tidak
Langsung/DPPA-SKPD Tidak Langsung;

k. menyiapkan bahan pengesahan DPA-SKPD Belanja Tidak
Langsung /DPPA-SKPD Belanja Tidak l,angsung;

l. membuat rekapan gaji dan menguji keabsahan gaji dari setiap
SKPD setiap buLannya;

m. mengumpulkan dan menganalisa pelaksanaan anggaran belanja
tidak langsung;

n. menyiapkan dan mengumpulkan bahan terkait penyelenggaraan
pembinaan dan bimbingan teknis anggaran belanja tidak
langsung;

o. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan
karier;

p. men)rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Anggaran Belanja Tidak langsung dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusErn
kebijakan;

q. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(l) Sub Bidang Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas
Kepala Bidang Anggaran dalam merencanakan, mengatur dan
mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan komponen
belanja langsung.

l2l Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai
berikut:

a. menJrusun rencana kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelalsanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Belanja Langsung untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men5rusun r:ancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penJrusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
anggar€rn belanja langsung;
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g. mengumpulkan dan 
_ -menginventarisir data komponen belanjalangsung dari semua SKPD;

h. mengolah data _!9*1r:l= - 
belanja langsung untuk bahanpenyusun€rn rancErngan ApBD dan rancangan p"r"t.frr.-apgD; 

*.
i. melaksanakan verifikasi RKA_SKpD Belanja Langsung dan RKpA_

:K.PD. Bglanja t angsung aa. oee n.f an;I r^angsung/ DppA-SKpDBelanja Langsung;
j. menyiapkan b"!g_ 

_ 
pengesahan DPA_SKPD BelaljaLangsung/ D ppA- SKpD Belanj 

" 
-f _rrg""rrg;

k. mengumpulkan dan menganalisa pelaksanaan a.nggaran belanjalangsung;

l. menyiapkan dan mengumpulkan bahan terkait penyelenggaraan
pembinaan dan bimbingan teknis anggaran belanja l#g;?;*'

m. menilai prestasi ke{a dan kedisiplinan staf untuk pembinaan
karier;n 

T:trt}ffi *Hii#lffffi
rumusan kebijakan;

o. meningkatkan komptensi dan prestasi kerja; dan
p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagran Keempat

Bidang Perbendaharaan

Pasal 13

(1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai
tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan
dalam merencanakan , mengoordinasikan dan melaksanakan serta
mengendalikan kegiatan di Bidang Perbendaharaan;

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. men3rusun rencana kegiatan bidang Perbendaharaan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Perbendaharaan untuk mengetahui
perkembangan Pelaksanaan tugas;

d. menJrusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyusun pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan

dan penatausahaan keuangan daerah;

g. menyimpan uang daerah pada bank yang ditunjuk oleh Bupati;

h. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan penerimaan dan
pengeluaran Kas Daerah;

i. melaksanakan pengujian kebenaran dan kelengkapan terhadap
SPM;

menerbitkan SP2D;J
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k. membuat register penolakan penerbitan Sp2D;l. mengirimkan Sp2D j:31g" Bank yang ditunjuk oleh Bupatisebagai Bank tempat menyimpan Kas Dae-ran;
m' mengatur dana yang dibutuhkan daram pelaksanaan ApBD;n. melaksanakan pengelolaan kas non anggaran yang tidak

il.#ffi,trB1fiesarr.., 
pendapatan, nelanF aL i,"-.ui"ilil

p

q.

r

s

menilai prestasi
pembinaan karier;;

kerja dan kedisiplinan bawahan untuk

menJrusun laporan hasil 
, 
pelaksanaan tugas Kepala BidangPerbendaharaan dan memberikan 

"; ;"'rri_dg., t p"a-iatasan sebagai bahan perumusan kebijalani
meningkatkan kompetensi melarui pendidikaa formal dan nonformal; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Pd"* menyelenggarakan- tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Kepala Bidang melaksanakan fur gsi :

a. perumusan kebijakan teknis Bidang perbendaharaan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang perbendaharaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang perbendaharaan;
d. pelaksanaan administrasi Bidang perbendaharaan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas
dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Kas dan Giro dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas
Kepala Bidang Perbenda-haraan dalam merencanakan, mengatur dan
mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan penatausahaan
kas dan giro.

l2l Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. men5rusun rencana kegiatan Sub Bidang Kas dan Giro sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan be{alan lancar;

c. memartau, mengawasi dan mengevduaci pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Kas dan Gliro untuk mengetahui
perkembangan Pelaksanaan tugas;

d. menlrusun rancangzur, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
kas dan giro;

meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan
penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas
umum daerah;

men5rusun anggaran kas;

menyiapkan Surat Penyediaal Dana (SPD) untuk pengendalian
pelaksanaan anggaran kas;

memantau dan melaporkan posisi kas daerah;
melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan
Pungutan Fihak Ketiga;

meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan Surat Keterangan
Pemberhentian Pembayaran;

melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan
dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas
dalam bentuk buku kas;

memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi pertanggungiawaban
pendapatan/ penerimaan kas;

menJrusun dan menyediakan
pengeluaran kas;

laporan penerimaan dan

J

h

I

k.

I

m

n.

o.

P.

q.

r.

s.

t.

u.

v.

melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi
terkait dalam rangka penJrusunan posisi kas;

melaksanalan analisis pemberdayaan dan penempatan uang
daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan
daerah;

melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
menJrusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
menyiapkan dan mengumpulkan bahan terkait penyelenggaraan
pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kas dan Srro;-

w

x.

menilai prestasi kerja dan kedisiptinan staf untuk
karier;

pembinaan

menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Kas dan Giro dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
5slagai bahan perumusan kebijakan;
meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
melalrukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

l) Sub Bidang Pengujian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan dipimprn
oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu dan mendukung
pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dalem Ererencana_kan,
mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan
penatausahaan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah.
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(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menJrusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengujian Belanja Tidak
Langsung dan Pembiayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekefaan be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Pengujian Belanja Tidak l,angsung
dan Pembiayaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan
pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan
belanja tidak langsung dan beban pembiayaan;

C. membuat register atas SPM belanja tidak langsung dan SPM beban
pembiayaan daerah;

h. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran belanja tidak
langsung dan beban pembiayaan;

i. menguji dan mengoreksi SPM belanja tidak langsung;

j. menyrapkan penerbitan SP2D belanja tidak langsung dan daftar
pengantar SP2D belanja tidak langsung ;

k. menguji dan mengoreksi SPM atas beban pembiayaan;

l. menyiapkan penerbitan SP2D atas beban pembiayaan dan daftar
pengantar atas beban pembiayaan:

m. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D
betanja tidak langsung dengan SKPD dan instansi terkait dalam
rangka pengendalian kas;

n. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D
beban pembiayaan dengan SKPD dan instansi terkait dalam
rangka pengendalian kas;

o. men5rusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas
berdasarkan SP2D belanja tidak langsung dan beban pembiayaan;

p. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan bimbingan
teknis terkait penatausahaan belanja tidak langsung dan
pembiayaan keuangan daerah terhadap SKPD;

q. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan
karier;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Pengujian Belanja Tidak Langsung dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pemmusan
kebijakan;

s. meningkatkan kompetensi dan prestasi ke{a; dan

t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 16

(1) Sub Bidang Pengujian Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Perbendaharaan dalam merencanalan, mengatur dan mempersiapkan
serta mengumpulkan data dan bahan penatausahaan belanja
langsung.

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menJrusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengr-rjian Betanja
Langsung sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelalsanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Pengujian Belanja Langsung untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan
belanja langsung;

g. membuat register atas SPM belanja langsung;
h. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran belanja langsung;
i. menguji dan mengoreksi SPM belanja langsung;
j. menyiapkan penerbitan SP2D belanja langsung dan daftar

pengantar SP2D belanja langsung ;

k. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Sp2D
belanja langsung dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka
pengendalian kas;

1. menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas
berdasarkan SP2D belanja langsung;

m. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan bimbingan
teknis pengelolaan dan penatausahaan belanja langsung terhadap
SKPD;

n. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan
karier;

o. men1rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Pengujian Belanja l,angsung dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;

p. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.
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Bagian Kelima

Bidang Akuntansi

Pasal 17

(l) Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas
membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan dalam
merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan serta
mengendalikan kegiatan di Bidang Akuntansi ;

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menJrusun rencana kegiatan bidang Akuntansi sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Akuntansi untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menJrusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

C. men5rusun kebijakan akuntansi daerah;
h. menganalisis dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan

akuntansi daerah;
i. melaksanakan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah

daerah;
j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan

sesuai dengan target yang ditentukan;
k. memfasilitasi dan/ atau mengkoordinir penyusunan sistem dan

prosedur akuntansi dan keuangan:
l. melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pengembangan

sistem informasi akuntansi & keuangan serta bentuk-bentuk
pelaporan;

m. menJrusun, mengevaluasi dan menyampaikan laporan
pertanggungiawaban APBD dan laporan keuangan pemerintah
daerah;

n. n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau
instansi lainnya dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis
pelalsanaan pertanggungiawaban APBD dan pen5rusunan laporan
keuangan terhadapSKPD;

o. menilai prestasi kerja bawahan dan kedisiplinan bawahan untuk
pembinaan karier;

p. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Akuntansi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;

q. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non
formal; dan

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Akuntansi;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Akuntansi;
c. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan Bidang Alnrntarrsi;
d. pelaksanaan administrasi Bidang Akuntansi;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas

dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas
Kepala Bidang Akuntansi dalam merencanakan, mengatur dan
mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan akuntansi
pendapatan.

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menJrusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan
Penerimaan Pembiayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga peke{aan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Pendapatan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menJrusun rancang€rn, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengal bidang tugasnya;

f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan akuntansi pendapatan;

C. melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi yang berkenaan
dengan pendapatan kas daerah;

h. melaksanakan pencatatan transaksi dan/ atau kejadian keuangan
daerah yang berkenaan dengan pendapatan kas daerah;

i. melaksanakan pencatatan dan penggolongan berdasarkan rincian
obyek pendapatan kas daerah;

j. melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dengan SKPD dan BUMD;

k. menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data pendapatan
untuk pen5rusunan laporan pertanggungiawaban APBD dan
laporan keuangan Pemerintah Daerah;

l. menyiapkan bahan untuk pelaksanarn pembinaan dan bimbingan
teknis penJrusunan pertanggungiawaban APBD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;

m. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan
karier;

n. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepa-la Sub Bidang
Pendapatan dan memberikan sarnn pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;
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o. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai
tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Akuntansi dalam merencanakan, mengatur dan mempersiaPkan serta
mengumpulkan data dan bahan akuntansi Belanja Daerah.

(21 T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

a. menJrusun rencana kegiatan Sub Bidang Belanja sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Belanja untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menJrusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan pen5rusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan akuntansi belanja daerah;

g. melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi yang berkenaan
dengan realisasi belanja;

h. melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan SKPD;

i. melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja tidak langsung non
gaji dengan PPKD;

j. melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan Buku Jurnal
BUD;

k. menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data penlrusunan
laporan pertanggungiawaban APBD dan laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;

L menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan
teknis p€nJrusunan pertanggungiawaban APBD dan la.poran
Keuangan Pemerintah Daerah;

m. menilai prestasi ke{a dan kedisiplinan staf untuk pembinaan
karier;

n. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Belanja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebljakan;

o. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 2O(1) j,*"j#-.Jfr:
mengatur dan

mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan akuntansi

pembiaYaan daerah.

l2l Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' sebagai berikut:

a. men5nrsun rencana kegiatan Sub Bidang Pembiayaan sebagai

pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkung t SuU Bidang Pembiayaan untuk mengetahui
perkembangan Pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti. rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan pen5rusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan akuntansi pembiayaan;

g. melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi yang berkenaan
dengan realisasi pengeluaran dan penerimaan pembiayaan kas
daerah;

h. melaksanakan pencatatan atas penyertaan modal serta utang
daerah;

i. melaksanakan pencatatan transaksi dan/ atau kejadian keuangan
daerah yang berkenaan dengan pembiayaan kas daerah;

j. melaksanakan pencatatan dan penggolongan berdasarkan rincian
obyek penerimaan pembiayaan kas daerah;

k. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pembiayaan dengan SKpD
dan BUMD;

I. menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data pembiayaan
untuk pen5rusunan laporan pertanggungiawaban ApBD dan
laporan keuangan Pemerintah Daerah;

m. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan
Barang Milik Daerah;

n. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan
teknis penyusunan pertanggungiawaban ApBD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah terkait pembiayaan daerah;

o. menilai prestasi keda dan kedisiplinan staf untuk pembinaan
karier;

p. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Pembiayaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;

q. meningkatkan kompetensi dan prestasi keq'a; dan
r- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Bagian Keenam

Bidang Aset

Pasal 21

(1) Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas
membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan dalam
merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan serta
mengendalikan kegiatan Bidang Aset ;

(3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. men)rusun rencana kegiatan Bidang Aset sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelalsanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Aset untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menJrusun r€rnczrngan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyusun kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
p€metaan dan pengadaan, neraca dan penilaian aset serta
pengawasan dan pengendalian aset;

g. men5rusun Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMD);

h. menJrusun Daftar Kebutuhan BMD (DKBMD) dan Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan BMD (DKPBMD) ;

i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMD;
j. melaksanakan pengawasan penyimpanan dan penyaluran BMD;

k. melaksanakan dan mengordinasikan kegiatan penerliban
penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD;

l. melaksanakan dan mengendalikan penghapusan BMD.

m. melaksanakan penilaian terhadap BMD secara periodik;

n. men5rusun neraca BMD;

o. melaksanakan dan mengoordinasikan dengan lembaga atau
instansi terkait penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis
perencan€ran kebutuhan, penatausahaan dan pengahapusan
BMD.

p. menilai prestasi ke{a dan kedisiplinan bawahan untuk
pembinaan karier;

q. men)rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aset
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebljakan;

r. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non
formal; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
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(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang melaksanakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Aset;

b. pelaksanaan kebijakan tekrris Bidang Aset;

c. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan Bidang Aset

d. pelaksanaan administrasi Bidang Aset;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas
dan fungsinya.

Pasal22

(1) Sub Bidang Pemetaan dan Pengadaan Aset dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu dan mendukung
pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aset dalam merencanakan, mengatur
dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan pemetaan
dan pengadaan barang milik daerah.

(21 T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dirinci sebagai berikut:

a. menrusun rencana kegiatan Sub Bidang Pemetaan dan
Pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan befalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Pemetaan dan Pengadaan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan pen5rusunan konsep

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pemetaan dan pengadaan BMD;

g. menyiapkan bahan pen5rusunan Rencana Kebutuhan BMD
(RKBMD);

h. menyiapkan bahan pen5rusunan Daftar Kebutuhan BMD
(DKBMD);

i. Menyiapkan dokumen pemetaaan, penguasaan, pemilikan dan
penggunaan dan pemanfaatan tanah milik daerah;

j. menyusun daftar pemetaan barang mifik daerah secara periodik;
k. menyiapkan data penyusunan konsep sistem informasi pemetaan

BMD;
1. menyiapkan dan mengumpulkan bahan terkait penyelenggaraan

pembinaan dan bimbingan teknis pemetaan dan pengadaan BMD.
m. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan

karier;
n. men)rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang

Pemetaan dan Pengadaan dan memberikan s.rran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

o. meningkatkan kompetensi dan prestasi ke{a; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 23

(1) Sub Bidang Neraca dan Penilaian Aset dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu dan mendukung
pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aset dalam merencanakan, mengatur
dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan terkait
penlrusunan neraca dan penilaian BMD.

(2) T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Neraca dan Penilaian
Aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi pefunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan bedalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Neraca dan Penilaian Aset untuk
mengetahui perke mbangan pelaksanaan tugas;

d. menJrusun rancangan, mengoreksi, memaral dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan pen5rusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan penJrusunan neraca dan penilaian BMD;

C. menyiapkan data dan menyusun konsep neraca BMD;

h. menyiapkan data dan men5rusun konsep laporan BMD;

i. melaksanakan rekonsiliasi dengan bendahara barang pada SKPD;

j. mengelola sistem informasi BMD;

k. menyiapkan dan mengumpulkan bahan terkait penyelenggaraan
pembinaan dan bimbingan teknis penJrusunan neraca dan
penilaian BMD;

l. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan
karier;

m. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Neraca dan Penilaian Aset memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

n. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membanru dan mendukung
pelaksanaan tugas Kepda Bidang Aset dalam merencanakan, mengatur
dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan terkait
pengawasan dan pengendalian BMD.

l2l Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. men5rusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Aset sebagai pedoman dalam pelaltsanaan tugas;



b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada staf sehingga pekerjaan berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men)rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas ;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengal bidang tugasnya;

f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan pen)rusunan konsep

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD;

g. melaksanakan fasilitasi pencatatan kartu inventarisasi barang dal1

Kartu Inventarisasi Ruangan;

h. melaksanakan inventarisasi dan sensus barang milik daerah;

i. melaksanakan penanganan terhadap aset yang bermasalah;

j. menyrmpan dan mengamankan dokumen BMD;

k. menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk pen5rusunan

dokumen Pemanfaatan BMD;

l. melaksanakan penyaluran dan perawatan / pemeliharaan BMD;

m. melaksanakan penertiban pemanfaatan dan pemindatanganan

barang milik daerah;

n. menyiapkan dokumen administrasi proses penghapusan barang

milik Daerah;
o. melaksanalan koordinasi dan meneliti usulan penghapusan

barang milik Daerah;

p. menJmsun dan menghimpun laporan daftar barang milik daerah

yang dihapuskan;
q. menyiapkan dan mengumpullan bahan terkait penyelenggaraan

[-tirl.t dan bimbi-ngan teknis, pengawasan dan pengendaliart

barang milik daerah;

r. menilai prestasi kerja dan kedisiplinan staf untuk pembinaan

karier;
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalS S.ub Bidang

Peniawa"r, d* Pengendalian Aset- dan memberikan saran

pertlmbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan;
t. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya'
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BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

(1) Kepala Badan dalam menjalankan Te" dan fungsinya berdasarkan

i.furkrr umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian' Kepala

S"i nia"rrg, dan seluruh ASN dala elaksanakan

tugas dan- Perundang
undangan, sip hierarki, -, 

koordinasi' kerjasama'

integriLs, , akuntabilitas, transparansi' serta

efektifitas dan efi siensi.

l2l



Pasal 26

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepa-la Subbagian, Kepala
Sub Bidang, dan selumh ASN dalam lingkungan Badan wajib
mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan
laporan secara hrkala dan / atau sesuai kebutuhan secara tepat walrtu
kepada atasan masing-masing.

(21 SeLiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diolah dan digunakan oleh pirnpinan sebagai bahan perumusan
pelalsanaan kebijakan tekni s.

(3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan
Kepala Sub Bidang dalam lingkungan Badan dalam melaksanakan
tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan
evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ atau
sesuai kebutuhan.

(4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan
Kepala Sub Bidang dalam lingkungan Dinas mengembangkan
koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait
dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a pejabat struktura-l pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan
Peiaturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupiten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor I Tahun 2Ol2 tefiang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2O08 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja,
tetip menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya
pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan
baerah Kabupaten Tana Toraja Nomor tO Tahun 2O16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

pejabat struktural pada satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan
ieiaturan Daerah Kabupaten Tala Toraja Nomor 10 Tahun 2008
tentang pembentukan Oiganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor I Tahun 2Ol2 tentartg Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2oo8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja,
tetip melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai
dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2O16 berdasarkan ketentuan Pasal

12 turuf b peratura, Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Nomor 10 Tahun
2O16 tentang Pembentukaa dan Susunan Perangkat Daerah; dan

Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati
ini dilaksanakan pada akhir Bulan Desember Tahun 2016'

b

c
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana
Toraja Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
Jabatan Struktuml Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Tahun 2OO9 Nomor 32)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal B De:enber 2115

BUPATI TANA TORA"IA,

CODEMUS BI G

Diundangkan di Makale
pada tanggal 3 Des er:rb er 2f 16

KABUPATEN TANA TORA"'4,

YU IRANTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANATORA"IA TAHUN 2016 NOMOR 59



LA,MPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA
NOMOR : 5l TAHUN 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI, SERTA TATA KER.IA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANA
TORA.IA

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH TIPE A

BUPATI TANA TORAJA,

KEPAI,A BADAN

SEKRETARIS

SUBAG
KEPEGAWAIAN

SUBAG
UMUMDAN EVALUASI

SUBAG PROG

BIDANG
ASET

BIDANG

AKUNTANSI

BIDANG
PERBENDAHARAAN

BIDANG
ANGGARAN

SUB BIDANG
PEMETAAN DAN

PENGADAAN

SUB BIDANG
PENDAPATANSUB BIDANG KAS

DAN GIRO

SUB BIDANG
PENDAPATAN DAN

PEMBIAYAAN

SUB BIDANG
NERACA DAN

PEMLAIAN ASET
SUB BIDANG

BE[.A.NJA

SUB BIDANG
PENGUJIAN

BEI,ANJA TIDAK
I.ANGSUNG DAN

PEMBTAYAAN

SUB BIDANG
BELi{NJA TIDAK

IANGSUNG

SUB BIDANG
PENGAWASAN DAN

PENGENDALI,AN
ASET

SUB BIDANG
PEMBIAYAAN

SUB BIDANG
PENGUJIAN

BEI.ANJA
I.ANGSUNG

SUB BIDANG
BELANJA

IANGSUNG

NICODEMUS B NG


